


Memperhatikan 

• 

7 P e ra tu r a n  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 
tentang Wajib Belajar, 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20 l 0 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negarallomor 5 I 05) sebagaimana tel ah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 1 12 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5157); 

11.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 T&hun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah; 

13.  Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai 
Daerah Otonom; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 

tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 

Tahun2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 
SMPI/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 20 13 
SMP/MTs; 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 1  Tahun 20 I 6 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sumedang; 

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 
Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; 

20. Peraturan Bupati Sumedang Norn or 1 Tahun 20 I 7 Tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah. 

a. Surat Pennohonan ljin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal 
dari LKP Bunda Hajar Nomor 04/S.6-PI/IV/2021 tanggal 01 
April 2021 

b. Akta Notaris Pi pip Tapipah Surtini, SH Norn or O I Tanggal 27 
Juli 2 0 1 8  

c. Sk Kemenhumham Nomor AHU-0010478.AH.01.04 Tahun 

2018  Tanggal 08 Agustus 2018 

d. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan Masyarakat 
Norn or 421.10/93/Disdik/2021 




